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BUPATI KULON PROGO 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO 

NOMOR 317/C/2022  

 
 

TENTANG 

 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2022 

 

BUPATI KULON PROGO, 
 

 

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon 

Progo Nomor 42 Tahun 2022 telah ditetapkan 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo 

Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022; 

b.  bahwa berdasarkan  ketentuan   Pasal  667 

Peraturan   Menteri Dalam   Negeri  Nomor   86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian  dan  Evaluasi Pembangunan 

Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan 

Peraturan     Daerah    tentang     Rencana 

Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah dan 

Rencana   Pembangunan   Jangka   Meriengah 

Daerah, Serta Tatu Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan   Jangka    Panjang     Daerah, 

Rencana   Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan  Reneana  Kerja  Pemerintah 

Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati; 
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Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon 

Progo Nomor 42 Tahun 2022 telah ditetapkan 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo 

Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022; 

b.  bahwa berdasarkan  ketentuan   Pasal  667 

Peraturan   Menteri Dalam   Negeri  Nomor   86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian  dan  Evaluasi Pembangunan 

Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan 

Peraturan     Daerah    tentang     Rencana 

Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah dan 

Rencana   Pembangunan   Jangka   Meriengah 

Daerah, Serta Tatu Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan   Jangka    Panjang     Daerah, 

Rencana   Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan  Reneana  Kerja  Pemerintah 

Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf  a  dan huruf 

b, perlu menetapkan Keputusan Bupau tentang 

Perubahan Rencana kerja Perarigkat Daerah 

Tahun Anggaran 2022; 

 
1. Undang-Undang Nomor 15  Tahun  1950 

tentang Pembentukan Daerah  Daernh 

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa 

dogjakarta sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 

2. Undang-Undang Nomor 25  Tahun  2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

8. Uridang-Undang  Nomor  23  Tahun  2Ol4 

tentang Pemerintahan  Daerah  sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 

tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- 

Undang 1950 Nomor 12, l3, 14,  dan  15  dari 

Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di 

Djawa Timur/Tengah/Barat dan  Daerah 

Istimewa Jogjakarta; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

s. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun  2020 

tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2O20-2024; 

7. Peraturan Presides Nomor 85 Tahun 2021 

tentang Rencana Kerja Pemerintah  Tahun  

2022; 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangari 

Peraturan  Daerah  tentang   Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dari 

Rencana Pembangunan jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah,  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah 

Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Nomor la Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan jangka Panjang Daerah Tahun 

2005-2025; 

11. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon  Progo 

Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 

2022; 

 
MEMUTUSKAN : 

 

 

Menetapkan 

KESATU 

 

 

 
 
KEDUA 

 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 

Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan Bupati ini. 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 

Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU memuat: 
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KETIGA 

a. Pendahulua ri; 

b. Evaluasi Renja sampai dengan   Triwulan II tahun 

berkenaan; 

c. Rencana Kerja  dan Pendanaan Perarigkat Daerah; 

dan 

d. Penutup. 

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 
 

 
 

Salinan Keputusan Bupati irii disampaikan Kepada Yth. 

1. Kepala Badan Perericariaari Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon 
 

2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kulon Progo. 

Untuk diketahui dan /atau dipergtinakan sebagaimana mestinya. 

 

—ags— 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PMD Dalduk dan KB) Kabupaten 

Kulon Progo Tahun 2022, disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengedalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 merupakan 

bagian dari sub sistem dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional. Berdasarkan Undang-undang tersebut, Renja Dinas PMD Dalduk dan KB 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan RPJP Nasional Tahun 

2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2010-2014, RPJPD Propinsi DIY Tahun 2005-2025,  

berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten 

Kulon Progo Tahun 2017-2022, RKPD Kabupaten KuLon Progo Tahun 2022. 

Seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan pertama  Tahun 

2022, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan Perubahan RKPD Tahun 2022. 

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan 

Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan 

pembangunan dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan 

perkembangan keadaan. 

Kebijakan terkait Dana Alokasi Khusus dari Pusat bidang kesehatan utamanya sub 

bidang Keluarga Berencana segera diakomodir dan dilaksanakan untuk penanganan 

stunting dan pelayanan Keluarga Berencana. 

Selain hal beberapa kondisi berikut ini menjadi pertimbangan perlunya penyusunan 

Perubahan RKPD  2022, sebagai berikut: 

a. Perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan 

sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus 

digunakan untuk tahun berjalan; 

c. Adanya penambahan dan pengurangan sasaran kegiatan; 

d. Penyesuaian dengan pendapatan dana transfer 

e. Penyesuaian dengan pendapatan BKK Dana Keistimewaan DIY; 
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f. Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan; 

g. Penyesuaian perubahan indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program; dan 

h. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis 

belanja menyesuaikan dengan permasalahan aktual yang terjadi dan membutuhkan 

penanganan segera/prioritas. 

 

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 tersebut akan menjadi pedoman dalam 

penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2022. Selanjutnya KUPA dan PPAS 

Perubahan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021. 

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 tersebut juga menjadi dasar dan pedoman bagi 

Perangkat Daerah untuk menyusun dan menyesuaikan Perubahan Renja Perangkat 

Daerah Tahun 2022 

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo tahun 2022  telah ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati No 248/A/2021.tentan gRencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 

Anggaran 2022. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati No 42 Tahun 2022 .tentang 

tentang Perubahan Rencana Kerja  Perangkat Daerah, maka disusunlah Perubahan Renja 

Perangkat Daerah Tahun 2022 untuk menyesuiakan dengan target yang telah ditetapkan 

dalam Perubahan RKPD 2022. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Dalam penyusunan Renja  Dinas PMD Dalduk dan KB ini, sejumlah peraturan 

digunakan sebagai rujukan, antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (SPPN); 

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiamana 

telah diubah beberapa kali terahir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2020Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; 

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 

8. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
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Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah;  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikiasi, 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Keputusan Mentri Dalam Negri Nomr 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi 

dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rancangan 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022; 

13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Rencana Pembangunan Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-

2022; 

14. Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasaan Urusan 

Keistimewaan; 

15. Peraturan Gubernur Nomor 140 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan ; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032. 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2007 tentang Sistem 

perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 

2017-2022; 

20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 109.Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 tahun 2017 tentang Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Kulon Progo Nomor 73 tahun 2019; 

22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 tahun 2021 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022; 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas PMD Dalduk dan KB tahun 

2022  adalah untuk mengintegrasikan program-program pembangunan dalam rangka 
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melaksanakan rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran Perubahan Rencana 

Strategis DINAS PMD DALDUK DAN KB dan  Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2017-2022 serta menyesuaikan dengan Perubahan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas PMD Dalduk dan KB adalah sebagai 

kerangka acuan dalam penyusunan program dan kegiatan untuk meningkatkan 

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang 

lebih berdaya guna,  untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi,misi dan tujuan 

pembangunan Pemerintah Daerah 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Renja Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 disusun dengan 

Sistematika sebagai berikut: 

 

BAB  I      PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan  

1.4 Sistematika Penulisan  

 

BAB II   EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH  TRIWULAN II TAHUN 2022 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PMD Dalduk dan KB sampai dengan 

Triwulan II Tahun 2022 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 

2.3 Analisis gambaran pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan 

Triwulan II Tahun 2022 

2.4 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

 

BAB III  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

3.1 Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah 

3.2 Perubahan Indikator Kinerja Program 

3.3 Rencana Program, Kegiatan  dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Perangkat 

Daerah 

 

BAB IV PENUTUP 
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BAB II  

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH  TRIWULAN II TAHUN 2022 

  

 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PMD Dalduk dan KB sampai dengan Triwulan II Tahun 

2022  

Capaian Kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah  Triwulan II Tahun 2022 berisi 

perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen Renja tahun 2022 yang 

sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022. 

Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan 

dalam RKPD tahun 2022, sedangkan jumlah anggara (Rp.) untuk setiap program sesuai 

dengan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022. 

Berikut adalah data jumlah program, kegiatan, Perangkat Daerah dan pagu belanja 

pada  tahun 2022 : 

 
a. Jumlah Program : 8 

b. Jumlah Kegiatan : 16 

c. Jumlah Sub Kegiatan : 26 

d. Pagu belanja Murni : Rp . 8.501.680.877,- 

e. Pagu Belanja Langsung (Murni ): Rp 2.642.528.139,- 

f. Pagu Belanja Tidak Langsung ( Murni ) : Rp. 5.859.152.738,- 

g. Pagu Belanja mendahului Perubahan : Rp. 12.888.359.777,- 

 

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian 

Renstra Perangkat daerah Perangkat daerah Dinas PMD Dalduk dan KB sampai triwulan II  

tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel 2.1 
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Tabel 2.1 

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DINAS PMD DALDUK DAN KB  dan  

Pencapaian Renstra DINAS PMD DALDUK DAN KB  s/d Triwulan II Tahun 2022( tahun berjalan)* 

Kabupaten Kulon Progo 

                 SKPD:DINAS PMD DALDUK DAN KB 

Sasaran 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah dan 
Program / 

Kegiatan RPJMD 
dan RENSTRA 

Indikator Kinerja 
Program (outcome) 
/ Kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Capaian Program 

(Akhir Periode 
RPJMD)2022 

Realisasi capaian 
Kinerja RPJMD s/d 
RKPD Tahun 2021 

s/d Tahun 2021 

Target Kinerja dan 
anggaran RKPD 
tahun berjalan 

yang dievaluasi 
(Tahun 2022)   

Tingkat relisasi Realisasi Pada 
Triwulan  

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran RKPD 

S/d Triwulan II 
Tahun 2022 

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran 

RPJMD s/d Trwulan 
II Tahun 2022 

Tingkat Capaian 
Kinerja & Realisasi 
Anggaran RPJMD 

S/d Trwulan II 
Tahun 2022 (%) 

I II  
 

 

1 2 3 
4 5 6 7 8 9= 7+8 

10= 5+9 
 

11=(10/4) 

K   Rp    K  
  Rp   

K  Rp  K  Rp  K  Rp  K  Rp  
  

  Rp  

 URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR         
 

  
      

  

 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN   
  

          
 

  
      

  

 PRORAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN 
YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN    

  
          

 
  

      
  

 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah 
kadipaten        

  
          

 
  

      
  

 Penatausaah Tanah 
Kasultanan dan 
Tanah Kadipaten  

Penetapan dan 
Penegasan Batas 
Desa ( Kaluraha) 

15 1.148.413.00
0 

0 383.196
.750. 

 

5 406.232.000 0 0 0 73.812.00
0 

0 73.812.000 5 457.008.750 15 18 

                                  

 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

                       

    

 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

                         
  

 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 
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Sasaran 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah dan 
Program / 

Kegiatan RPJMD 
dan RENSTRA 

Indikator Kinerja 
Program (outcome) 
/ Kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Capaian Program 

(Akhir Periode 
RPJMD)2022 

Realisasi capaian 
Kinerja RPJMD s/d 
RKPD Tahun 2021 

s/d Tahun 2021 

Target Kinerja dan 
anggaran RKPD 
tahun berjalan 

yang dievaluasi 
(Tahun 2022)   

Tingkat relisasi Realisasi Pada 
Triwulan  

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran RKPD 

S/d Triwulan II 
Tahun 2022 

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran 

RPJMD s/d Trwulan 
II Tahun 2022 

Tingkat Capaian 
Kinerja & Realisasi 
Anggaran RPJMD 

S/d Trwulan II 
Tahun 2022 (%) 

I II  
 

 

 Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

Penyusunan 
Renstra dan 
renja Perangkat 
Daerah 

9                     
61.030.922  

3                     
33.220.800  

              
2  

                   
5.286.000 

          
2  

                          
1.659.40

0  

96%       
2  

                  
5.286.000  

                       
7  

78% 

 Evaluasi Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

19                     
48.568.582  

19                     
28.270.000  

            
14  

                   
5.086.800  

        
14  

                          
5.022.00

0  

99%       
2  

                
74.433.000  

                     
35  

184% 

 
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

                    
71.635.060  

                      
31.330.300  

                   
23.895.000  

                          
23.253.5

00  

97%                    
26.292.400  

                        
-  

#DIV/0! 

 Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwula
nan/Semes 
teran SKPD 

Tersedianya 
capaian kinerja 
keuangan 
semester dan 
akhir tahun 

72                     
71.635.060  

36                     
31.330.300  

            
12  

                 
23.895.000  

        
12  

                        
23.253.5

00  

97%       
6  

                
26.292.400  

                     
54  

75% 

 Administrasi Umum Perangkat Daerah                
181.234.5

65  

100                     
92.821.100  

10
0 

              
20.299.600  

                        
20.942.

400  

                              
-    

 Penyelenggaraa
n Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi 
SKPD 

Rapat-rapat dan 
koordinasi 
dan konsultasi 
ke luar daerah 

72                  
61.030.92

2  

12                  
33.220.80

0  

12                  
1.724.900  

12                         
1.659.4

00  

96%  12              
50.356.800  

                     
36  

50% 

 Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

                   
48.568.58

3  

                   
28.270.00

0  

              
750.600.000  

                     
750.550

.000  

             

 Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

Tersedianya 
sarana 
prasarana dinas  

23                  
48.568.58

3  

19                  
28.270.00

0  

3             
750.600.000  

3                    
750.550

.000  

100%  1              
10.438.000  

                     
23  

100% 
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Sasaran 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah dan 
Program / 

Kegiatan RPJMD 
dan RENSTRA 

Indikator Kinerja 
Program (outcome) 
/ Kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Capaian Program 

(Akhir Periode 
RPJMD)2022 

Realisasi capaian 
Kinerja RPJMD s/d 
RKPD Tahun 2021 

s/d Tahun 2021 

Target Kinerja dan 
anggaran RKPD 
tahun berjalan 

yang dievaluasi 
(Tahun 2022)   

Tingkat relisasi Realisasi Pada 
Triwulan  

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran RKPD 

S/d Triwulan II 
Tahun 2022 

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran 

RPJMD s/d Trwulan 
II Tahun 2022 

Tingkat Capaian 
Kinerja & Realisasi 
Anggaran RPJMD 

S/d Trwulan II 
Tahun 2022 (%) 

I II  
 

 

 Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

100             
1.289.090

.000  

100                
340.514.6

28  

10
0 

            
787.726.000  

                     
750.690

.000  

                  
79.548.254  

                       
-    

 Penyediaan 
Jasa Peralatan 
dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Tenaga kontrak 
pengemudi 
1 orang, penjaga 
malam 1 
orang, pramu 
kantor 1 
orang,pengadmi
nistrasi 
umum 2 orang, 
dan THL 
penjaga 
keamanan 
gudang 
alkon 2 orang 
Terkelolanya 
Jasa Persuratan, 
Alat Tulis 
Kantor, Cetak 
Penggadaan 
dan Bahan 
bacaan 

25             
1.289.090.

000  

8                
340.514.6

28  

8             
787.726.000  

8                    
750.690

.000  

95%  3              
79.548.254  

                     
19  

76% 

 Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

38             
1.872.120.

000  

12                
902.167.2

87  

12             
416.263.600  

12                    
357.554

.500  

12  6            
440.442.400  

                     
29  

76% 

 Pemeliharaan/R
ehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor 
atau 
Bangunan 
Lainnya 

Terkelolanya 
sarana dan 
prasarana dinas 
berupa 
kendaraan dinas 
roda empat 
6 unit, roda dua 
64 unit, AC 

38             
1.872.120.

000  

12                
902.167.2

87  

12             
416.263.600  

12                    
357.554

.500  

12  6            
440.442.400  

                     
29  

76% 
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Sasaran 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah dan 
Program / 

Kegiatan RPJMD 
dan RENSTRA 

Indikator Kinerja 
Program (outcome) 
/ Kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Capaian Program 

(Akhir Periode 
RPJMD)2022 

Realisasi capaian 
Kinerja RPJMD s/d 
RKPD Tahun 2021 

s/d Tahun 2021 

Target Kinerja dan 
anggaran RKPD 
tahun berjalan 

yang dievaluasi 
(Tahun 2022)   

Tingkat relisasi Realisasi Pada 
Triwulan  

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran RKPD 

S/d Triwulan II 
Tahun 2022 

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran 

RPJMD s/d Trwulan 
II Tahun 2022 

Tingkat Capaian 
Kinerja & Realisasi 
Anggaran RPJMD 

S/d Trwulan II 
Tahun 2022 (%) 

I II  
 

 

17 unit 

 PROGRAM ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN DESA 

                             

 Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Administrasi 
Pemerintahan Desa 

                             

 Fasilitasi 
Penyelenggaraa
n 
Administrasi 
Pemerintahan 
Desa 

Bimtek 
administrasi 
pemerintahan 
desa kepada 
Badan 
Perwakilan 
Kalurahan 
( BPK) 
Bintek 
admnistrasi 
pemerintahan 
desa kepada 
pamong desa 
Penilaian 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Penyelenggaraa
n 
Pemerintahan 
Kalurahan 

87                
210.107.2

16  

87                  
98.152.40

0  

87               
22.879.850  

87                       
21.402.

000  

   
  

  87 100% 
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Sasaran 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah dan 
Program / 

Kegiatan RPJMD 
dan RENSTRA 

Indikator Kinerja 
Program (outcome) 
/ Kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Capaian Program 

(Akhir Periode 
RPJMD)2022 

Realisasi capaian 
Kinerja RPJMD s/d 
RKPD Tahun 2021 

s/d Tahun 2021 

Target Kinerja dan 
anggaran RKPD 
tahun berjalan 

yang dievaluasi 
(Tahun 2022)   

Tingkat relisasi Realisasi Pada 
Triwulan  

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran RKPD 

S/d Triwulan II 
Tahun 2022 

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran 

RPJMD s/d Trwulan 
II Tahun 2022 

Tingkat Capaian 
Kinerja & Realisasi 
Anggaran RPJMD 

S/d Trwulan II 
Tahun 2022 (%) 

I II  
 

 

 Fasilitasi 
Penyusunan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Desa 

Terlaksananya 
Bimtek 
perencanaan 
desa ( RPJM 
desa dan RKP 
Desa ): 99 
orang 
Terlaksananya 
sosialisasi 
perencanaan 
pembangunan 
desa 

87                
291.616.7

69  

87                
148.376.9

00  

87               
22.754.700  

87                       
18.908.

500  

   
  

  
 

87              
46.626.700  

 

 Fasilitasi 
Pengelolaan 
Keuangan Desa 

BPJS Pamong 
Desa 
Terlaksananya 
Bimbingan 
Teknis 
pengelolaan 
keuangan desa 
Terlaksananya 
sosialisasi 
pengelolaan 
keuangan desa 

87                
386.961.4

44  

87                
222.771.5

00  

87   87                
1.681.720.80

8  

  
 

               
44.459.000  

 

 Pembinaan dan 
Pemberdayaan 
BUM Desa 
dan Lembaga 
Kerja sama 
antar Desa 

Pembinaan UPK 
eks-PNPM 
Pengembangan 
Kawasan 
Pedesaaan 
Terbinanya 
kelembagaan 
pasar desa 
Terbinanya 
pengelolaan 
BUMDes 

11      
1       

31               
87  

            
1.074.432.

189  

11      
1       

31               
87  

  11               
1            

31               
87  

  11               
1            

31               
87  

     11               
1            

31               
87  

    11                           
1                 

31               
87  

100% 
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Sasaran 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah dan 
Program / 

Kegiatan RPJMD 
dan RENSTRA 

Indikator Kinerja 
Program (outcome) 
/ Kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Capaian Program 

(Akhir Periode 
RPJMD)2022 

Realisasi capaian 
Kinerja RPJMD s/d 
RKPD Tahun 2021 

s/d Tahun 2021 

Target Kinerja dan 
anggaran RKPD 
tahun berjalan 

yang dievaluasi 
(Tahun 2022)   

Tingkat relisasi Realisasi Pada 
Triwulan  

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran RKPD 

S/d Triwulan II 
Tahun 2022 

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran 

RPJMD s/d Trwulan 
II Tahun 2022 

Tingkat Capaian 
Kinerja & Realisasi 
Anggaran RPJMD 

S/d Trwulan II 
Tahun 2022 (%) 

I II  
 

 

 Fasilitasi 
Pengangkatan 
dan 
Pemberhentian 
Perangkat Desa 

Terisinya 
formasi jabatan 
pamong 
kalurahan 

200                
245.592.8

06  

60            
1.380.560.

400  

60               
71.281.900  

60                       
71.177.

850  

   40         
4.126.952.10

0  

  103 52% 

 Fasilitasi 
Manajemen 
Pemerintahan 
Desa 

Terlatihnya 
pamong baru 
dalam 
penyelenggaraa
n 
pemerintah 
kalurahan 
Tersosialisasiny
a produk 
hukum tentang 
Kalurahan 
Tersusunnya 
produk hukum 
tentang 
Kalurahan 

87                
787.628.0

00  

87                
423.293.0

47  

87               
32.840.200  

86                       
32.635.

400  

   87            
235.827.700  

  0 60% 

 Fasilitasi 
Pengelolaan 
Aset 
Desa 

Bintek 
pengelolaan 
aset desa 
kepada pamong 

87             
1.882.699.

896  

87                
112.826.7

50  

0                  
4.535.800  

0                         
4.397.9

00  

   87              
36.300.093  

  87 100% 

 Fasilitasi 
Evaluasi 
Perkembangan 
Desa serta 
Lomba Desa 
dan Kelurahan 

Terdampingnya 
penyusunan 
profil kalurahan 
Terevaluasinya 
tingkat 
perkembangan 
kalurahan 
(lomba 
kalurahan) 

15                
690.999.2

35  

3                
283.154.6

67  

3               
54.984.400  

3                       
54.790.

900  

   3              
69.776.500  

  10 67% 

 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN 
MASYARAKAT HUKUM ADAT 
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Sasaran 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah dan 
Program / 

Kegiatan RPJMD 
dan RENSTRA 

Indikator Kinerja 
Program (outcome) 
/ Kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Capaian Program 

(Akhir Periode 
RPJMD)2022 

Realisasi capaian 
Kinerja RPJMD s/d 
RKPD Tahun 2021 

s/d Tahun 2021 

Target Kinerja dan 
anggaran RKPD 
tahun berjalan 

yang dievaluasi 
(Tahun 2022)   

Tingkat relisasi Realisasi Pada 
Triwulan  

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran RKPD 

S/d Triwulan II 
Tahun 2022 

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran 

RPJMD s/d Trwulan 
II Tahun 2022 

Tingkat Capaian 
Kinerja & Realisasi 
Anggaran RPJMD 

S/d Trwulan II 
Tahun 2022 (%) 

I II  
 

 

 Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan yang bergerak di 
Bidang Pemberdayaan Desa dan 
Lembaga Adat Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota serta 
Pemberdayaan Masyarakat 
Hukkum Adat yang Masyarakat 
Pelakunya Hukum Adat yang 
sama dalam Daerah 
Kabupaten/kota 

      
   

 
  

  
  

 Peningkatan 
Kapasitas 
Kelembagaan 
Lembaga 
Kemasyarakata
n 
Desa/Kelurahan 
(RT, RW, 
PKK, Posyandu, 
LPM, dan 
Karang Taruna), 
Lembaga 
Adat 
Desa/Kelurahan 
dan 
Masyarakat 
Hukum Adat 

Hibah PKK 
Kabupaten 
Terbinanya 
LPMD/K (DPD 
LPMD 3 kali, 
rakor LPMD 1 
kali) 
Terlaksananya 
Lomba 
posyandu tingkat 
Kabupaten 
(12 kali) dan 
tingkat DIY (1 
kali) 
Terlaksananya 
pembinaan 
posyandu (3 
kali) dan 
pokjanal 
posyandu (4 
kali) 
Terlatihnya 
Sistim Informasi 
Posyandu (SIP) 
Terselenggarany
a lomba 

5                       
20                            
65                                        
35                                              
88                            
60                             

5 

  5                       
4                            

13                                      
7                                          

88                            
12                             

1 

  5                       
4                            

13                                      
0                                          

88                            
0                             
0 

  5                       
4                            

13                                      
0                                          

88                            
0                             
0 

     5                       
4                            

13                                      
7                                           

88                            
12                             

0 

    5                       
4                            

13                                      
21                                          
88                            
24                             

2 

80%     
100 %    
100%      
38 %                

100 %    
40%        
40% 
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Sasaran 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah dan 
Program / 

Kegiatan RPJMD 
dan RENSTRA 

Indikator Kinerja 
Program (outcome) 
/ Kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Capaian Program 

(Akhir Periode 
RPJMD)2022 

Realisasi capaian 
Kinerja RPJMD s/d 
RKPD Tahun 2021 

s/d Tahun 2021 

Target Kinerja dan 
anggaran RKPD 
tahun berjalan 

yang dievaluasi 
(Tahun 2022)   

Tingkat relisasi Realisasi Pada 
Triwulan  

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran RKPD 

S/d Triwulan II 
Tahun 2022 

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran 

RPJMD s/d Trwulan 
II Tahun 2022 

Tingkat Capaian 
Kinerja & Realisasi 
Anggaran RPJMD 

S/d Trwulan II 
Tahun 2022 (%) 

I II  
 

 

LPMD 
Terselenggarany
a Temu 
Karya LPMK 

 Fasilitasi Bulan 
Bhakti 
Gotong Royong 
Masyarakat 

Bulan Bhakti 
gotong royong 
masyarakat 
Fasilitasi Karya 
Bakti TNI dan 
TNI Manunggal 
Membangun 
Desa (TMMD) 
Hibah Karya 
bakt TNI dan 
TMMD 

60          
6    

                      
-  

               
795.429.4

83  

                                          
-     

             

 Fasilitasi Bulan 
Bhakti Gotong 
Royong 
Masyarakat 

Bulan Bhakti 
gotong royong 
masyarakat 
Fasilitasi Karya 
Bakti TNI dan 
TNI Manunggal 
Membangun 
Desa (TMMD) 
Hibah Karya 
baktiTNI dan 
TMMD 

60                     
6                     
9 

            
1.074.432.

189  

12                
1               
3 

               
532.780.2

00  

0                
1               
3 

              
95.333.300  

0                
1               
3 

                      
76.910.

300  

100%  0                
1               
3 

           
827.801.400  

  24                  
5                       
5 

40 %                
83 %       
55 % 

     12                       
-  

  0         
-    

               

                             
-  

  1   1                

                             
-  

  1   1                

 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA              

 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK              
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Sasaran 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah dan 
Program / 

Kegiatan RPJMD 
dan RENSTRA 

Indikator Kinerja 
Program (outcome) 
/ Kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Capaian Program 

(Akhir Periode 
RPJMD)2022 

Realisasi capaian 
Kinerja RPJMD s/d 
RKPD Tahun 2021 

s/d Tahun 2021 

Target Kinerja dan 
anggaran RKPD 
tahun berjalan 

yang dievaluasi 
(Tahun 2022)   

Tingkat relisasi Realisasi Pada 
Triwulan  

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran RKPD 

S/d Triwulan II 
Tahun 2022 

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran 

RPJMD s/d Trwulan 
II Tahun 2022 

Tingkat Capaian 
Kinerja & Realisasi 
Anggaran RPJMD 

S/d Trwulan II 
Tahun 2022 (%) 

I II  
 

 

 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                               
-    

 Penyediaan dan 
Pengolahan 
Data 
Kependudukan 

Terlaksananya 
workshop 
data 
pengendalian 
penduduk 
Tersedianya 
data 
pengendalian 
penduduk 

5             
2.233.648.

295  

1                
317.181.63

7  

1             
112.342.50

0  

1                    
111.885

.300  

   1            
402.336.400  

  3 66% 

 Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pencatatan 
dan Pelaporan 
Program 
KKBPK 

Tersedianya 
data dan 
informasi 
kependudukan 
,keluarga 
berencana 
danpembanguna
n keluarga ( 
KKBPK ) 

5             
2.466.292.

077  

                    
-  

               
230.668.40

0  

2               
27.758.300  

2                       
27.724.

500  

   2              
29.970.000  

  2 66% 

 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)              

 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan 
Budaya Lokal                    -  

             

 Komunikasi, 
Informasi dan 
Edukasi (KIE) 
Program 
KKBPK sesuai 
Kearifan 
Budaya Lokal 

Terpromosikann
ya Progam 
Bangga 
Kencana melalui 
Harganas 
Tersosialisasiny
a Program 
Bangga 
Kencana dengan 
KIE Workshop 
Banga Kencana 

              
5.568.879.
136  

             
3.168.573.
725  

           
1.093.132.
800  

                  
1.090.4
54.700  

                
640.213.300  
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Sasaran 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah dan 
Program / 

Kegiatan RPJMD 
dan RENSTRA 

Indikator Kinerja 
Program (outcome) 
/ Kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Capaian Program 

(Akhir Periode 
RPJMD)2022 

Realisasi capaian 
Kinerja RPJMD s/d 
RKPD Tahun 2021 

s/d Tahun 2021 

Target Kinerja dan 
anggaran RKPD 
tahun berjalan 

yang dievaluasi 
(Tahun 2022)   

Tingkat relisasi Realisasi Pada 
Triwulan  

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran RKPD 

S/d Triwulan II 
Tahun 2022 

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran 

RPJMD s/d Trwulan 
II Tahun 2022 

Tingkat Capaian 
Kinerja & Realisasi 
Anggaran RPJMD 

S/d Trwulan II 
Tahun 2022 (%) 

I II  
 

 

 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan 
KB di Daerah Kabupaten/Kota 

             

 Pengendalian 
Pendistribusian 
Alat dan 
Obat 
Kontrasepsi dan 
Sarana 
Penunjang 
Pelayanan KB 
ke Fasilitas 
Kesehatan 
Termasuk 
Jaringan dan 
Jejaringnya 

Terkendalinya 
kualitas 
pelayanan KB 
Terkendalinya 
pengelolaan 
alkon diklinik KB 

          
2.136.94
9.339  

            
414.287.2
00  

            
55.484.40
0  

                 
54.634.
600  

                  
97.448.000  

      

 Peningkatan 
Kesertaan 
Penggunaan 
Metode 
Kontrasepsi 
Jangka 
Panjang (MKJP) 

Penghargaan 
peserta KB pria 
baru (MOP) 
Penghargaan 
tenaga lini 
lapangan capaian 
terbaik 
Terbinanya 
kelompok 
masyarakat peduli 
KB 
kelompok 

              
3.025.050.

721  

                    
-  

         
36.010.807

.400  

26          
1.286.664.

000  

26                 
1.284.6
11.300  

             
1.297.077.00

0  

      

 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta 
Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 
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Sasaran 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah dan 
Program / 

Kegiatan RPJMD 
dan RENSTRA 

Indikator Kinerja 
Program (outcome) 
/ Kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Capaian Program 

(Akhir Periode 
RPJMD)2022 

Realisasi capaian 
Kinerja RPJMD s/d 
RKPD Tahun 2021 

s/d Tahun 2021 

Target Kinerja dan 
anggaran RKPD 
tahun berjalan 

yang dievaluasi 
(Tahun 2022)   

Tingkat relisasi Realisasi Pada 
Triwulan  

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran RKPD 

S/d Triwulan II 
Tahun 2022 

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran 

RPJMD s/d Trwulan 
II Tahun 2022 

Tingkat Capaian 
Kinerja & Realisasi 
Anggaran RPJMD 

S/d Trwulan II 
Tahun 2022 (%) 

I II  
 

 

 Penguatan 
Peran serta 
Organisasi 
Kemasyarakata
n 
dan Mitra Kerja 
Lainnya 
dalam 
Pelaksanaan 
Pelayanan dan 
Pembinaan 
kesertaan KB  

Terselenggarany
a TNI 
manunggal -KB 
Kes 
Terselenggarya 
Hari 
kesatuan gerak 
PKK-KB-Kes 

65   13                
113.025.40

0  

0                  
2.770.400  

0                         
2.520.0

00  

   1     26 40% 

 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                  

 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga 

                 

 Promosi dan 
Sosialisasi 
Kelompok 
Kegiatan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan 
Keluarga 
(BKB, BKR, 
BKL, PPPKS, 
PIKR 
dan 
Pemberdayaan 
Ekonomi 
Keluarga/UPPK
S) 

pelatihan 
kelompok 
UPPKS 
Terbinanya 
kelompok 
UPPKS 

              
2.988.165.

161  

                 
243.188.71

1  

                
43.553.300  

                        
42.532.

800  

     
 

 

 

 
 

           
402.336.400  
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Sasaran 

Urusan/Bidang 
Urusan 

Pemerintahan 
Daerah dan 
Program / 

Kegiatan RPJMD 
dan RENSTRA 

Indikator Kinerja 
Program (outcome) 
/ Kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Capaian Program 

(Akhir Periode 
RPJMD)2022 

Realisasi capaian 
Kinerja RPJMD s/d 
RKPD Tahun 2021 

s/d Tahun 2021 

Target Kinerja dan 
anggaran RKPD 
tahun berjalan 

yang dievaluasi 
(Tahun 2022)   

Tingkat relisasi Realisasi Pada 
Triwulan  

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran RKPD 

S/d Triwulan II 
Tahun 2022 

Realisasi Kinerja 
dan Anggaran 

RPJMD s/d Trwulan 
II Tahun 2022 

Tingkat Capaian 
Kinerja & Realisasi 
Anggaran RPJMD 

S/d Trwulan II 
Tahun 2022 (%) 

I II  
 

 

 Promosi dan 
Sosialisasi 
Kelompok 
Kegiatan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan 
Keluarga 
(Menjadi Orang 
Tua Hebat, 
Generasi 
Berencana, 
Kelanjutusiaan 
serta 
Pengelolaan 
Keuangan 
Keluarga) 

Terevaluasinya 
program KBKS 
tingkat 
kabupaten 

25             
2.369.842.

881  

15            
1.530.972.

846  

5             
545.350.10

0  

5                    
543.915

.200  

100                 
29.970.000  
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Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat  daerah dan Renstra Perangkat 

Daerah tidak terlepas dari faktor pendorong yaitu peran serta masyarakat  dalam kegiatan 

pembangunan, peran kader pembangunan masyarakat di desa, serta Penyuluh KB di lini 

lapangan. Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat 

Daerah adalah keterbatasan jumlah pegawai dan menurunnya jumlah Penyuluh di lini 

lapangan karena memasuki masa pensiun dan belum diganti. 

Agar pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dapat dipenuhi maka langkah 

yang dilakukan adalah dengan meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang 

baik dengan kader pembangunan di desa 

 

2.2. Analisis Gambaran  Pelayanan OPD sampai dengan Triwulan II 

Gambaran pelayanan OPD berdasarkan indikator Kinerja sasaran dan program sampai 

dengan Triwulan II disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini: 

 

Pengukuran Sasaran Rencana Kerja DPMD Dalduk dan KB Tahun 2022 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 
TW II i 

Meningkatnya Ketahanan 
Keluarga 

Indeks Ketahanan Keluarga 60,69 % 54,96 % 

Meningkatnya Partisipasi 
Masyarakat dalam 
Pembangunan 

Indeks Partisipasi Masyarakat 74,70 % 52,60 % 

Meningkatnya Kapasitas 
Otonomi Desa 

Cakupan Pengembangan 
Otonomi Desa 

80,00 % 54,54 % 
 

Meningkatnya layanan 
pencapaian tugas dan fungsi 
perangkat daerah 

Rata-rata presentase 
pencapaiaan program pada 
masing-masing sekretariat 
perangkat daerah 

100 % 100 % 

 

Pengukuran Kinerja Program DPMD Dalduk dan KB Tahun 2022 

Program Indikator2 Kinerja Target Realisasi 
TW II  

Program Pemberdayaan 
Lembaga Ke,asyarakatan 
Lembaga Adat dan 
Masyarakat Hukum Adat  

Cakupan Peningkatan  
Pemberdayaan Lembaga 
Ke,asyarakatan Lembaga Adat 
dan Masyarakat Hukum Adat. 

37,95 % 26.75 % 

Program   Administrassi 
Pemerintahan Desa  

Cakupan Administrasi 
Pemerintahan Desa  

80,00 % 54,54 % 

Program Pembinaan Keluarga 
Berencana  

Cakupan Peninkatan 
Pembinaan Keluarga 
Berencana  

60,14 % 41,89 % 

Program Pemberdayaan dan 
Peningkatan Keluarga 
Sejahtera (KS) 

Cakupan Peningkatan 
Pemberdayaan dan 
Peningkatan Keluarga 
Sejahtera (KS) 

56,61 % 33,09 % 

Program Pengendalian 
Penduduuk  

Cakupan Peningkatan 
Pengendalian Penduduk  

100 % 32,60 % 

Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran 

Cakupan pelayanan 
administrasi perkantoran  

100 % 100 % 

Program Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi 
Kinerja 

Cakupan perencanaan, 
pengendalian dan evaluasi 
kinerja 

100 % 100 % 

Program Peningkatan 
Sarana/Prasarana Kerja dan 
Kualitas Sumber Daya 
Manusia OPD 

Capaian peningkatan 
sarana/prasarana kerja dan 
kulaittas sumber daya manusia 
OPD 

100 % 100 % 

Program Penyelenggaraan 
Keistimewaan Yogyakarta 

Cakupan Penyelenggaraan 
Keistimewaan Yogyakarta 

11,43 % 0 % 
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Urusan Pertanahan Urusan Pertanahan 
Program Penyelenggaraan 
Keistimewaan Yogyakarta 
Urusan Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan 

Cakupan Penyelenggaraan 
Keistimewaan Yogyakarta 
Urusan Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan 

100 % 50 % 

 

Analisis capaian kinerja OPD sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut : 

1. Sasaran strategis Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat 

daerah dapat tercapai 100 % , hal itu dikarenakan untuk pelayanan tugas kedinasan 

selalu diusahakan untuk tercukupi 

2. Sasaran strategis Meningkatnya Ketahanan Keluarga dapat tercapai 90,5 % dari 

target 60,69 capaian ini masih perlu ditingkatkan mengingat masih di semester 

pertama. 

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 

tercapai 70,4 % dari targe t74,70  % capaian ini belum memenuhi  terget, namun hal 

ini masih bisa dicapai karena beberapa kegiatan di pertengahan sampai akhir tahun 

masih banyak..    

4. Sasaran Stategis Meningkatnya Kapasitas Otonomi  Desa tercapai 68,17 % dari 

target 80,00 %, capaian ini  belum memenuhi  target karena indikator indikator 

pendukungnya belum waktunya untuk dievaluasi.   

 

Capaian kinerja di setiap program sampai dengan triwulan II sebagai berikut : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tercapai 100 % dikarenakan untuk 

pelayanan ketugasan dinas selalu diupayakan sarana prasarananya 

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja tercapai 100 % hal ini 

dicapai dengan dukungan ketepatan penyampaian dokumen perecanaan maupun 

laporan keuangan  

3. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia 

OPD tercapai 100 % dikarenakan pemeliharaan sarana dan prasarana dinas selalu 

diupayakan dengan maksimal 

4. Program Penguatan kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat tercapai 

83,23% dari target 64,36 %, kegiatan masih berlangsung sehingga capaian masih 

bisa meningkat sampai akhir tahun . 

5. Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga tercapai 65,14 % dari target 

64,30 % kegiatan masih berlangsung sehingga capaian masih bisa meningkat sampai 

akhir tahun. 

6.  Program Advokasi dan Pengendalian Penduduk tercapai 33,20 % dari target 63,54 

% hal ini dikarenakan dokumen analisis  kependudukan belum disusun dan 

direncanakan pada pertengahan hingga akhir tahun . 

  

2.3.  Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai  dengan 

Triwulan II tahun 2022. 

Gambaran capaian target keluaran kegiatan sampai dengan Triwulan II dapat di lihat 

sebagai berikut :  
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1. Progam pelayanan Administrasi perkantoran. 

a. Kegiatan penyediaan jasa keuangan karena adanya perubahan kebijakan 

tentang Honor Pejabat pelaksanaa Teknis keuangan karena juknisnya 

terlambat maka serapan belum maksimal  

2. Program Perancanaan, pengendalian dan Evaluas Kinerja  

a. Kegiatan penyusunan perencanaan kinerja SKPD target keluaran tidak 

terpengaruh kondisi  dan capaian kinerja  bisa terpenuhi . 

b. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan terget keluaran capaian kinerja  bisa 

terpenuhi  

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan kinerja terget keluaran  bisa 

terpenuhi  

4. Program Peningkatan Sarana/Prasarana kerja dan kualitas Sumber Daya 

manusia OPD 

a. Pengadaan Sarana dan prasarana perkantoran target keluaran dapat tercapai,  

untuk menyesuaikan dnegan kebutuhan maka akan diusulkan  kendaraan 

dinas. 

b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran target keluaran sementara 

tercapai  

5. Program Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisiasi masyarakat  

a. Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat sampai TW II telah dilaksanakan 

1 kali TMMD  dan   kegiatan BBGRM di 12 Kapanewon. 

b. Kegiatan pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat  sampai dengan TW II 

telah dilaksanakan pelatihan SIP Posyandu dan Rakor LPMD,  

c. Kegiatan Pembinaan pengembangan kelembagaan ekonomi desa sampai 

dengan TW II telah dilaksanakan pembinaan pasar desa dan BUMdes  

d. Kegiatan Penyusunan Data dan Evaluasi Pembangunan Desa sampai TW II 

sudah dilaksanakan evaluassi pembangunan desa tingkat kabupaten dan 

propinsi sedang berlangsung. 

6. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

a. Kegiatan Pembinaan pengelolaan keuangan desa keluaran berupa bimtek 

pembinaan pengelolaan keuangan desa untuk danarta.  

b. Kegiatan Pembinaan perencanan pembangunan desa sampai  TW II sudah 

melaksanakan Bimtek perencanan desa bagi carik desa 

c. Kegiatan Pendampingan pemilihan Kepala Desa. Perankat Desa dan BPD 

sampai TW II baru melaksanakan pendampingan pengisian pamong 

kalurahan.  

d. Kegiatan Pembinaan tata pemerintahan desa sampai dengan TW II sudah 

melaksanakan penyusunan produk hukum tentang penyelenggaraan 

pemrintahan kalurahan  

e. Kegiatan  Pembinaan pengelolaan aset desa sudah melaksanakan Bimtek 

pengelolaan aset desa. dan pembinaan ke desa desa 

f. Kegiatan Pembinaan administrasi desa belum banyak dilakukan.. 
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7. Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluargan  

a. Kegiatan Pembinaan masyarakat Peduli KB sampai TW II sudah 

melaksanakan kordinasi dengan kelompok masyarakat peduli KB 1 kali  

b. Kegiatan Peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga sampai TW sudah 

mengadakan koordinasi dan monitoring lapangan ke kelompok UPPKS dan 

lomba UPPKS 

c. Kegiatan Pembinaan kelompok Bina keluarga sejahtera (BKS) sudah 

melaksanakan evaluasi kelompok bina keluarga tingkat kabupaten  

d. Kegiatan Peningkatan jejaring kelembagaan ketahanan keluarga belum 

mengadakan kegiatan karena perwakilan BKKBN propinsi merubah agenda 

kegiatan sehingga akan dilakukan penjadwalan ulang .  

e. Kegiatan monev pelayanan KB  an pengelolaan alkon sudah melakukan 

dropping alkon dan baksos pelayanan kb. 

8. Program Advokasi dan pengendlian penduduk  

a. Kegiatan advokasi dan KIE KKBK sampai TW II telah mengadakan sosialisasi 

60 orang dan Harganas 1 kali dengan metode KIE  

b. Kegiatan Pendataan keluarga sampai TW II sudah mengadakan koordinasi 

dengan wali data sebanyak 2 kali  

 

2.4 Isu –isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja OPD sampai dengan Triwulan II 

Tahun 2022 antara lain : 

1. Kegiatan yang bersumber dana dari DAK mengalami hambatan dalam pelaksanaan 

dikarenakan masuk APBD di Triwulan II sehingga pelaksanan kegiatan di triwulan I 

belum ada anggarannya.  

2. Kegiatan DAIS harus mengalami redesign untuk menyesuaikan kebijakan dari 

Pemerintah Daerah DIY, sehingga kegiatan menjadi lebih lambat dikerjakan.  

 

 Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja antara lain : 

1. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur. 

2. Tingginya komitmen aparatur pemerintah daerah untuk pencapaian target kinerja  

 

Dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  

Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menghadapi kendala dan 

permasalahan antara lain: 

• Masih tingginya unmet need serta kendala pelayanan KB dengan perubahan aturan 

dalam pengurusan BPJS.  

• Pengaruh kemajuan teknologi informasi menuntut ASN untuk melakukan inovasi dalam 

melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat agar pesan dapat 

tersampaikan dengan menarik, sementara beban kerja ASN sangat berat karena 

volume pekerjaan yang tinggi SDM nya kurang. 
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• Partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui lembaga kemasyarakatan desa 

masih kurang, karena berkurangnta peran dan fungsi lembaga kemsyarakatan desa.  

• Pengembangan kawasan perdesaan belum menjadi visi dan tujuan masyarakat 

sehingga diberikan motivasi dari atas masih sangat sulit untuk berkembang .  

• Sebagian besar BUMDesa pengelolaan manajemen keuangan belum pernah diaudit 

oleh pihak yang berkompenten sehingga kondisi yang diaporkan dengan realita bisa 

jadi sangat berbeda.  

• Perubahan regulasi yang dinamis dalam penyelenggaran pemerintahan desa  

menuntut kesiapan perangkat desa untuk melaksanaknnya 

 

Sesuai dengan fungsi dan tugas urusan pemerintahan yang diselenggarakan  oleh 

DINAS PMD DALDUK DAN KB mencakup lingkup yang luas. DINAS PMD DALDUK DAN 

KB mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan 

pemberdayaan pemerintahan desa, kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana. 

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mendatang DINAS PMD DALDUK DAN 

KB menghadapi tantangan sebagai berikut: 

- Meningkatnya perkembangan teknologi informasi, berdampak pada perubahan 

perilaku dan budaya di masyarakat yang ditandai menurunnya peran dan fungsi 

keluarga. 

- Pelaksanaan program KB semakin berat tantangannya dengan adanya pandemi covid 

masyarakat menjadi takut ke rumah sakit/klinik. 

- Angka kemiskinan di kabupaten Kulon Progo  yang tinggi, memerlukan program 

program pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan sementara 

dana pembangunan desa telah dialokasikan langsung ke desa. 

- Lembaga ekonomi desa dan lembaga kemasyarakatan di desa belum bisa optimal  

perannya dalam pembangunan desa, sementara itu dana pembangunan di desa 

semakin besar.  

Adapun peluang dalam menjalankan program dan kegiatan DINAS PMD DALDUK 

DAN KB  tahun mendatang : 

- Banyak terdapat lembaga di masyarakat yang bisa disasar program Kependudukan 

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). 

- Adanya kemauan dari masyarakat untuk melaksanakan program pemberdayaan 

masyarakat  berupa usulan program pemberdayaan  

- Tambahan dana pembangunan desa melalui peningkatan ADD 
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BAB III 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  

 

Pandemi Covid-19  dampaknya masih berdampak pada seluruh aspek kehidupan 

masyarakat diantaranya sektor kesehatan, social ekonomi, penurunan pendapatan daerah dan  

sebagainya. Kondisi ini berpengaruh juga terhadap pencapaian indikator-indikator 

pembangunan daerah baik indikator tujuan, sasaran OPD dan indikator program. 

 

3.1   Perubahan Indikator Kinerja Perangkat Daerah  

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 dan memperhatikan kondisi 

saat ini,  maka rumusan  besaran target tujuan dan sasaran kinerja Tahun 2022  tidak ada 

perubahan sebagai berikut:  

Tabel 3.1 

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan  

 Dinas PMD Dalduk dan KB 2022 

No Indikator sasaran Satuan 

Nilai  

Target 

RPJMD  

Target OPD 

Murni  

Target OPD 

(Perubahan ) 

1 Indeks Ketahanan 

Keluarga 

Prosen  60,69 % 60,69 % 60,69 % 

2 Indeks Partisipasi 

Masyarakat 

Prosen  74,70% 74,70% 74,70% 

3 Cakupan 

Pengembangan 

kapasitas Otonomi 

Desa 

Prosen  80,00% 80,00% 80,00% 

4 Rata rata persentase 
pencapaian program 
masing masing 
sekretariat  
perangkat daerah 

Prosen  100 % 100 % 100 % 

 

3.2   Perubahan Indikator Kinerja Progam   

Indikator kinerja program berdasarkan Surat Edaran Kemendagri Nomor: 

050/4189/Keuda tanggal: 12 Oktober 2020  tidak mengalami perubahan rumusan mauan 

besaran target dapat dilihat  pada tabel sebagai berikut :  

Tabel 3.2 

Indikator Kinerja Program Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 

No Program Prioritas 
Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satua
n 

Target 
RPJMD 

Target 
RKPD 

Target 
Kinerja 
OPD 

1 Program 
Pemberdayaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan 
Lembaga Adat dan 
Masyarakat Hukum 
Adat  

Cakupan peningkatan 
pemberdayaan 
Lembaga 
Kemasyarakatan 
Lemabga Adat dan 
masyarakat Hukum 
Adat 
 

% 37,49% 37,49% 37,49% 



32 
 

No Program Prioritas 
Pembangunan 

Indikator Kinerja 
Program 

Satua
n 

Target 
RPJMD 

Target 
RKPD 

Target 
Kinerja 
OPD 

2 Program 
Administrasi 
Pemerintahan Desa 

Cakupan Administrasi 
Pemerintahan Desa 

% 80,00% 80,00% 80,00% 

3 Program Pembinaan 
Keluarga Berencana 

Cakupan Peningkatan 
Pembinaan Keluarga 
Berencana 

% 60,14% 60,14% 60,14% 

4 Program 
Pemberdayaan Dan 
Peningkatan 
Keluarga Sejahtera 
(KS) 

Cakupan Peningkatan 
Pemberdayaan dan 
Peningkatan Keluarga 
Sejahtera (KS) 

% 56,61% 56,61% 56,61% 

5 Program 
Pengendalian 
Penduduk 

Cakupan Peningkatan 
Pengendalian 
Penduduk 

% 100% 100% 100% 

6 Program Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/kota 

Cakupan Kinerja 
Penunjang Urusan 
Pemerintah 
Kabupaten/kota 
 

% 100% 100% 100% 

7 Program 
Penyelenggaraan 
Keistimewaan 
Yogyakarta Urusan 
Pertanahan  

Cakupan lenggaraan 
Keistimewaan 
Yogyakarta Urusan 
Pertanahan  

% 11,43% 11,43% 11,43% 

8 Program 
Penyelenggaraan 
Keistimewaan 
Yogyakarta Urusan 
Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan  

Cakupan  
Penyelenggaraan 
Keistimewaan 
Yogyakarta Urusan 
Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan  

% 100% 100% 100% 

 

  

3.3  Rencana Program dan kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah 

Rencana Program dan Kegiatan Pada Rancangan Akhir Perubahan Renja  RKPD 

Tahun 2022 terhadap rencana program dan kegiatan pada Rencana Kerja OPD  Tahun 

2022 disusun berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut : 

1. Pergeseran antar rekening belanja 

2. Penambahan/pengurangan sasaran kegiatan 

3. Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan 

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan pada Rancangan Perubahan 

Renja  Tahun 2022 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan urusan 

pemerintahan daerah, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), secara rinci disajikan 

dalam tabel berikut :  
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Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kulon Progo 

Tahun 2022 
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BAB IV 

 PENUTUP 

 

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 dilakukan untuk 

melaksanakan amanat Peraturan Bupati No 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 

2022. Fungsi perubahan Renja OPD adalah  landasan, pedoman dan acuan resmi bagi OPD 

dalam melaksanakan kegiatan. Beberapa kegiatan yang mengalami perubahan disebabkan 

untuk efisiensi dan efektifitas di setiap kegiatan dengan tidak merubah target kinerja OPD. 

Diperlukan kerja keras, semangat, komitmen, kesungguhan dan kedisiplinan yang tinggi dari 

semua jajaran di Dinas PMD Dalduk dan KB untuk mewujudkan capaian kinerja.  

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat 

membawa kemanfaatan  bagi masyarakat luas 

 

 

 

 Wates,  22 Agustus 2022  
Kepala DINAS PMD DALDUK DAN KB  

 
Drs.ARIADI,MM  

Pembina Utama Muda,IV/c 
NIP: 197007011990031006 
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